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PUTUSAN
Nomor 345/Pdt.G/2023/PA. Mmj

o> Ul o Yl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 76020748002830002, tempat tanggal Ilahir
Mamuju 08 Februari 1983, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di
Dusun Wono Sari Desa Bunde, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banyuwangi 20 Juli 1977, umur 46
tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan  xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal
30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PA. Mm;,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada 15 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, yang
Di nikahkan oleh Bapak bernama K.H Mudkholul Huda;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah

Kandung Penggugat bernama Semang, dengan Saksi Nikah bernama

Marto sebagai saksi | dan Sumadi sebagai saksi Il;

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada

Penggugat berupa uang Rp. 55.500 dan seperangkat alat sholat dibayar

Tunai;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun,dan terkhir tinggal

Bersama di rumah kediaman bersama hingga kemudian Penggugat dan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan (Ba'da Dhukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang

masing-masing bernama:

1.) Ahmad Kafin Azka NR,

2.) Naila Shofiatun NH;

6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

harmonis sejak Tahun 2021;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:

7.1. Bahwa sering terjadi pertengkarang disebabkan masalah ekonomi dan
Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

7.2. Bahwa puncaknya Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar
disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan
yang tidak jelas, dan pada saat Penggugat pulang kerumah tempat
kediaman Bersama, Tergugat malah menguncikan pintu rumah, dan
Penggugat pada saat itu merasa bahwa Tergugat sudah tidak ingin
lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga pada usia
pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan 19 tahun saja,
kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga
sampai sekarang;
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8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2
Tahun 2 bulan hingga sampai sekarang;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 2 Tahun 2 bulan, maka hak
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya,
karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat

(PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di

XXXXXXXXK XXXKXXXK, XXXXXXXXX XXXXXX, pada 15 Desember 2002;

3. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT)
dengan Tergugat ((TERGUGAT) putus karena perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat kumulasi isbath nikah maka
sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju
telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju
untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon
I dan Pemohon Il pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju
selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuiju;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa
identitas dari para pihak dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat

namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis
telah menetapkan mediator Muhammad Natsir., S.H.l. Berdasarkan laporan dari
mediator yang bersangkutan tertanggal 07 Desember 2023 menyatakan upaya

mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesapakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan
nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya
untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam
sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban

secara lisan sebagai berikut :

> Bahwa poin 1 benar;
> Bahwa poin 2 benar;
> Bahwa poin 3 benar;
> Bahwa poin 4 benar telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun

karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

> Bahwa poin 5 benar dan saat ini kedua anak Penggugat dan

Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

> Bahwa poin 6 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2021
karena Penggugat minta cerai tanpa alasan yang jelas;

> Bahwa poin 7.1. tidak benar karena Tergugat selalu memberikan
hasil kerja Tergugat sebagai petani;
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> Bahwa poin 7.2. benar, namun itu disebabkan karena Penggugat
saat itu pergi tanpa pamit dan Tergugat mengunci pintu agar Penggugat
berbicara kepada Tergugat untuk meminta kunci tapi Penggugat malah

pergi dan tidak kembali lagi;

> Bahwa poin 8 benar, karena Penggugat yang pergi meninggalkan
Tergugat;
> Bahwa poin 9 benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokok tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 76020744802830002 atas nama
Penggugat tertanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

B.Bukti Saksi

Saksi 1,

Suparmi bin Legiman, tempat tanggal lahir Sragen 27 Desember 1962,
agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa
Nusantara, xxxx xxxxx, Kecmatan Papalang, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXxX, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah
sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi

adalah Ibu kandung Penggugat;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15

Desember 2002 di XXXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh KH. Mudkholul
Huda dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat
yang bernama Semang;

- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa
uang sejumlah Rp55.500,- dan seperangkat alat shalat dan yang
menjadi saksi adalah Marto dan Sumadi;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan

Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk

menikah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di Papalang;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
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- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai

oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2,

Muh. As’ad bin Semang, tempat tanggal lahir Toabo, 14 Januari 1997, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXX.
XXXX XXXKXK. XXXKXKKKK XXKKXKKXX. XXXKKXXKXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, di
depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama
dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi

adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telsh melangsungkan perkawinan

di XXXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 15 Desember 2002;

- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Penggugat dan
Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Semang dan
dinikahkan oleh KH. Mudkholul Huda;

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah

uang sebesar Rp55.000,- dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Penggugat dan

Tergugat adalah Marto dan Sumadi;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan

Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk

menikah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di Papalang;

- Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai

oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya,
sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir
di persidangan pada saat pembuktian;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang
tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan

gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
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Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan
permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang dikumulasikan dengan
gugatan perceraian yang diajukan bersama-sama menjadi satu kesatuan
sebagaimana keterangan dalam Buku Il mengenai Pedoman Pelaksanakan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sehingga dengan ketentuan tersebut
perkara a quo dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat merupakan perkara

Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang dikomulasikan dengan Gugat Cerai,
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maka terlebih dahulu diperiksa perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah

mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama
berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan ltsbat Nikah, oleh
karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut dalam hal itsbat
nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka
itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan
dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah atas pernikahan Penggugat dan Tergugat
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2002 di Kecamatan Papalang,
XXXXXXXXX  XXXXxX. Itsbat Nikah tersebut diperlukan Penggugat untuk
mengesahkan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat
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dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan itsbat nikah di Pengadilan
Agama sebagimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk disahkan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat, maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagai mana
ketentuan dalam pasal 14 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6

sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan oleh Pengadilan
maka harus terpenuhi rukun-rukun nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus
ada a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) ijab
dan kabul;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah
syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majells yang berbuny| sebagal berikut:
,,, w - - uu —= O -

Artlnya : Apablla dla (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyl atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan bukti saksi
dipersidangan atas nama Suparmi binti Legiman dan Muh. As’ad bin Semang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa identitas Penggugat yang
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasar
ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.,
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saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, untuk dikabulkannya pengesahan pernikahan/Itsbat Nikah,
setidaknya saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak hadir
pada saat prosesi akad nikah, sehingga saksi-saksi tersebut mengetahui
pernikahan tersebut telah sah dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum
Islam dan Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah
diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan 15 Desember

2002 di Kecamatan Papalang, XXXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung
Penggugat bernama Semang dengan saksi nikah yang bernama Marto dan
Sumadi sebagai dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp55.500,- dan

seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab
ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan menurut Syariat Islam;

- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan No.345/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,

calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut
agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan
agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat serta perkawinannya harus

memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dan
Tergugat, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan
menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan
darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang
keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka
telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan
rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada
larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandang
perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah
juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang
berbunyi:

e SL axdWl alslell 18] Jussg
Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga
perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-
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Fighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat

dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:
ro|.) Lo d.og)Jl.a S IV oMo azg9g ) a9 9L o
lelguil Lo Jub> o) iy o
“Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai

istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan
suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat
telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga
pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.
Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Penggugat dalam petitum nomor 2 untuk
menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat
(TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2002 di

Kecamatan Papalang, XXXXXxXxxXx xxxxxx patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbat nikah antara Penggugat
dan Tergugat telah memenuhi syarat perkawinan dan patut untuk dikabulkan,
maka selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan tentang perceraian antara

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan
diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang
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terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak
harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan
dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk
rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip
mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya
melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat
diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus
dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya
sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan
bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang
menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena
dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen). Begitupula dalam
hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi
sebagai mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri
haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan
perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu
mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk
membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal
283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagaimana saksi Penggugat

untuk isbat nikah diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan
para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat
tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman
bersama adalah Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan
pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan,
oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan
memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi
warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat
alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal
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76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan
yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian
sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat
telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa
keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena
saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi
(testimonium de auditu), namun berkaitan dengan akibat hukum (rechts gevolg)
dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti
bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan
selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang
mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi
menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun
keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber
dari cerita Penggugat kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis
Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk
mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak
memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fithah karena persoalan

tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari
Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk
menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-daliinya, namun
Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang

melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga
merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah
tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang
jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga
jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya
sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar

apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan
saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting
berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat
hukum (rechts gevolg) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
selama lebih dari 2 (dua) tahun yang berarti antara keduanya sudah tidak saling
memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai

suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa
dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang
dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (rechts
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gevolg) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka
keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalili pembuktian, hal ini
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni
2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua
orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan
suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti
berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi “unus testis nullus
testis”, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan
Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami
istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu
memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama
pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan
keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah
pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja
dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam

rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri,
oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar
suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan
dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi
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antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi
yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri

tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal
tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah

tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan atau tidak,
maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak
enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit
untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya
keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam

rumah rangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat menunjukkan rumah
tangga keduanya telah pecah (broken mirrage) dan harapan untuk rukun
kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya
pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak
hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup
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untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena
perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima
setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim
menilai bahwa adanya fakta tentang hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu
tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat
diindikasikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam
kehidupan rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut
dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1,
halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang

berbunyisebagai berikut:
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Artinya:  Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
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berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan
perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa
menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan
kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari
kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yang
berbunyi sebagai berikut:

o - -
dlaall Lz Lle 3382 swlaall €55

Artinya:  Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya
alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan
usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis
Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal
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22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil,
oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk

bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan
patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai

dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),
dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam

diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember
2002 di XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in  sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari
Mallarangan, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri
Hasan Bashori, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yahya,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota Il,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.H.l.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 800.000,-
4. Biaya PNBP Relaas Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 970.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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